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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor motivasi, lingkungan kerja, 
serta kompetensi terhadap kinerja pegawai dan untuk mengetahui dan menganalisis faktor 
yang memiliki pengaruh lebih besar terhadap kinerja pegawai. Penelitian ini dilakukan pada 
Inspektorat , adapun jumlah populasi sebanyak 33 responden. Metode analisis yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda. Hasil analisis data membuktikan bahwa 
faktor motivasi, lingkungan kerja, serta kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
kinerja pegawai. Namun secara parsial, kompetensi berpengaruh dominan terhadap kinerja 
pegawai dapat ditingkatkan melalui adanya variabel bebas. Dalam hal ini penelitian ini 
mempengaruhi satu sama lain. Motivasi bagi pegawai yang didukung dengan pengetahuan, 
keterampilan, serta pengalaman yang dilengkapi dengan fasilitas kerja memungkinkan 
hubungan antara atasan bawahan atau sesama pegawai terjalin dengan baik. Maka dapat 
dijamin bahwa tugas dan tanggung jawab pegawai terlaksana secara optimal. Dalam penelitian 
ini, disarankan kepada pimpinan organisasi yang berwenang dalam rangka peningkatan kinerja 
diperlukan adanya peningkatan pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan dan 
pelatihan subtantif. Sehingga pegawai memiliki kompetensi dengan kemampuan intelektual, 
keahlian, dan pengendalian emosi serta sikap profesionalisme. 
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I. Pendahuluan 
 
Inspektorat merupakan salah satu unsur manajemen pemerintah yang berperan 
sangat penting dalam rangka mewujudkan  tata kelola   kepemerintahan yang  baik  (Good 
Governance ). Menurut Mardiasmo, (2005 ) terdapat tiga aspek utama yang mendukung 
terciptanya kepemerintahan yang baik yaitu pengawasan, pengendalian dan pemeriksaan. 
Pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak diluar eksekutif yaitu masyarakat 
dan lembaga - lembaga yang resmi  untuk mengawasi  kinerja pemerintah, pengendalian 
(control) adalah mekanisme yang dilakukan oleh eksekutif untuk menjamin bahwa sistem  dan 
kebijakan manajemen dilakukan dengan baik sehingga tujuan organisasi dapat tercapai, 
Pemeriksaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh yang memiliki kompetensi profesional  untuk 
memeriksa apakah hasil kinerja pemerintah tetap sesuai dengan standar yang ditetapkan. 
Salah satu unit yang melakukan pengawasan terhadap pemerintah daerah  adalah Inspektorat  
sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008 tentang Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah, pasal 1 ayat (3) disebutkan bahwa Pengawasan Intern 
adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan 
lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan 
keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang 
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telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata 
kepemerintahan yang baik.  
Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah no. 79 tahun 2005, tentang pembinaan dan 
Pengawasan, pasal 1 disebutkan bahwa pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah 
adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan 
secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Tugas dan fungsi Inspektorat Propinsi, Kabupaten/ Kota sesuai dalam Permendagri 
no. 64 tahun 2007,  pasal 4. Disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan 
urusan pemerintah, Inspektorat Propinsi, Kabupaten/ Kota mempunyai fungsi (1) Perencanaan 
program pengawasan, (2) Perumusan kebijakan dan pasilitas pengawasan, (3) Pemeriksaan , 
pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan. Berkaitan dengan tugas dan fungsi 
tersebut, Inspektorat  sebagaimana diatur dalam peraturan Walikota no. 27 tahun 2011, 
Tentang tugas Pokok dan fungsi Inspektorat, mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan 
terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah. Dalam melaksanakan tugas 
pengawasan, inspektorat  mendapat tantangan dengan adanya sorotan dan penilaian 
administrasi laporan pengelolaan keuangan daerah  dengan opini Disclaimer oleh BPK pada 
tahun Anggaran 2011 dan 2012 yang berarti kinerja Inspektorat dalam malaksanakan tugas 
dan fungsinya sebagai pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan belum maksimal. 
Tantangan yang lain dihadapi pegawai dalam melaksanakan tugas pengawasan adalah 
perkembangan teknologi menuntut tersedianya sumber daya manusia yang kompetitif,  oleh 
karena itu sumber daya manusia haruslah dimanfaatkan secara efektif dan efisien guna 
mencapai tujuan organisasi. Sumber daya manusia yang berkualitas adalah manusia yang 
memiliki kemampuan fisik maupun non fisik menyangkut kecerdasan dan sikap mental, 
kemampuan bekerja, produktif, kreatif, terampil, inovatif serta berorientasi kemasa depan.  
Fenomena kinerja pegawai Inspektorat  belum dapat memberikan kontribusi prestasi 
kerja atau kinerja sesuai dengan tujuan organisasi, khususnya dalam menunjukkan hasil kerja 
yang dicapai baik secara kuantitas maupun kualitas, efektivitas kerja.  Berdasarkan hasil 
observasi peneliti bahwa kondisi kinerja pegawai masih terletak pada kompetensi lemah dan 
kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas dalam memahami pekerjaan secara teknis 
sehingga mempengaruhi motivasi pegawai dalam melaksanakan tugasnya, hal lain yang tidak 
kalah pentingnya adalah kondisi lingkungan kerja yang masih kurang memadai serta jumlah 
pegawai yang hanya berjumlah 38  yang terdiri dari 9 pegawai unsur struktural, 9 auditor, 15 
staf dan 5 honorer, dengan keterbatasan  pegawai pengawas  tersebut semakin jelas 
kelemahan pegawai yang dikuasai Inspektorat , serta  beban kerja yang diemban  pegawai 
pengawas tidak seimbang karena tanggung jawabnya bukan hanya tugas rutin tetapi termasuk 
juga  kasus-kasus pengaduan masyarakat  yang sulit diprediksi jumlahnya yang harus 
diselesaikan pula oleh pegawai Inspektorat. Dalam hal ini dapat dibuktikan dengan adanya  
indikasi masalah karena terjadinya keterlambatan dalam penyelesaian Laporan Hasil 
Pemeriksaan yang merupakan output hasil kerja oleh Auditor dan pegawai lainnya,  seperti   
pelaksanaan : Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang mencakup: (aspek 
Keuangan, Kepegawaian, Tugas pokok dan fungsi dan aspek Aset ), pemantauan, evaluasi 
kegiatan dan Laporan Pertanggungjawaban kinerja Instansi Pemerintah (Lakip),  yang tidak 
dapat dilaksanakan secara keseluruhan  dalam kurun waktu satu tahun pada  Unit  Kerja  atau  
Satuan  Kerja  Perangkat Daerah (SKPD) yang jumlahnya 34 SKPD, oleh karena kualitas dan 
kuantitas pegawai pengawasan masih rendah. Untuk mengetahui kelemahan kinerja pegawai 
pengawasan dalam menyelesaikan tugasnya, maka diperlukan penelitian yang mendalam 
tentang penyebab terjadinya kelemahan tersebut.  
Untuk mengatasi hal itu faktor yang paling berpotensi  adalah kompetensi pegawai 
perlu ditingkatkan, sebagaimana pendapat Kill dan Zeighler dalam Endah Wulandari (2011) 
bahwa faktor paling utama berpengaruh berkaitan dengan auditor adalah kompetensi dan 
mengatakan pula bahwa kompetensi seorang auditor tidak hanya ditentukan oleh pendidikan 
formal dan pengalaman praktik auditing tetapi juga berkaitan dengan keahliannya dalam 
melakukan audit secara lebih efisien. Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat ditarik 
suatu kesimpulan  bahwa  kinerja pegawai Inspektorat  kurang optimal karena tidak mampu 
menyelesaikan tugasnya dengan tepat waktu, kualitas pegawai pengawasan masih rendah, 
jumlah pegawai pengawasan masih kurang jika dibandingkan dengan beban kerjanya, hal ini 
dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti motivasi kerja pegawai rendah, lingkungan 
kerja kurang mendukung dan kompetensi yang dimiliki pegawai masih kurang, sehingga dalam 
penelitian ini, penulis memilih judul sesuai dengan kondisi adalah “ Faktor Motivasi, Lingkungan 
Kerja, Kompetensi Pengaruhnya Terhadap Kinerja Pegawai  pada Inspektorat ”. 
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II. Tinjauan Pustaka 
 
Menurut Barthos (2004), sumber daya manusia merupakan potensi untuk 
menggunakan pikiran penilaian-penilaian dan karya yang dimiliki dan digunakan secara optimal 
demi keberhasilan individu atau organisasi setelah potensi individu dikembangkan. Manusia 
merupakan sumber yang dimanfaatkan pemikiran dan daya kreativitasnya untuk mengelola 
sumber-sumber daya lainnya dalam sebuah organisasi untuk merealisir tujuan yang telah 
ditetapkan. Menurut Nawawi (2003), untuk memahami pengertian sumber daya manusia perlu 
dibedakan antara pengertian secara makro dan mikro. Pengertian Sumber daya manusia 
secara makro adalah semua manusia sebagai penduduk atau warga negara suatu negara atau 
dalam batas wilayah tertentu yang sudah memasuki usia angkatan kerja baik yang sudah 
maupun belum memperoleh pekerjaan (lapangan kerja). Sedangkan Sumber Daya Manusia 
secara mikro adalah manusia atau orang yang bekerja atau menjadi anggota suatu organisasi 
yang disebut personil, pegawai, karyawan, pekerja, tenaga kerja dan lain-lain. Berdasarkan 
teori tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia merupakan sumber daya 
dalam suatu organisasi yang berperan sangat penting dalam menentukan keberhasilan untuk 
mencapai suatu tujuan yang  telah ditetapkan. Hadari Nawawi (1997: 351), menjelaskan bahwa 
kata motivasi  (motivation) kata dasarnya adalah motif (motive), yang berarti dorongan, sebab 
atau alasan seseorang melakukan sesuatu. Dengan demikian, motivasi berarti suatu kondisi 
yang mendorong atau menjadi sebab seseorang melakukan sesuatu kegiatan. Sedangkan 
menurut Supardi dan Syaiful Anwar (2004: 47) Motivasi adalah keadaan pribadi seseorang 
yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna 
mencapai suatu tujuan.  Ishak Arep dan Hendri Tanjung (2004: 12) mengatakan bahwa 
motivasi sebagai sesuatu yang pokok, yang menjadi dorongan bagi seseorang untuk bekerja. 
Sedangkan menurut Moekiyat (2002: 4-7) motivasi mempunyai arti yang sama dengan motif, 
yakni suatu daya pendorong atau perangsang untuk melakukan sesuatu. Kemudian Stephen 
P. Robbins (2003: 156) dalam Wibowo ( 2007 ) mengatakan motivasi sebagai proses yang ikut 
menentukan intensitas, arah, dan usaha terus menerus individu menuju pencapaian tujuan. 
Motivasi dapat dipandang sebagai bagian integral dari administrasi kepegawaian dalam rangka 
proses pembinaan, pengembangan dan pengarahan tenaga kerja dalam suatu organisasi.  
Motivasi sebagai suatu usaha positif dalam menggerakkan dan mengarahkan sumber 
daya dan potensi tenaga kerja agar secara produktif berhasil mencapai dan mewujudkan tujuan 
yang telah ditetapkan sebelumnya dan sebagai kebutuhan sekaligus sebagai perangsang 
untuk dapat menggerakkan,  dan mengarahkan potensi serta daya kerja manusia tersebut ke 
arah yang diinginkan. (Buchori Zainun, 2016)  Tingkah laku yang bermotivasi adalah tingkah 
laku yang sedang dalam mencapai tujuan. Seseorang melakukan sesuatu tingkah laku 
dipengaruhi oleh tujuan yang dapat memuaskan kebutuhannya. Menurut Suwandi (2005), 
dalam konteks organisasi, motivasi adalah pemaduan antara kebutuhan organisasi dengan 
kebutuhan personil. Hal ini akan mencegah terjadinya ketegangan / konflik sehingga akan 
membawa pada pencapaian tujuan organisasi secara efektif. Berikut ini Teori Maslow, 
Handoko (2003), membagi  kebutuhan manusia sebagai berikut: a) Kebutuhan fisiologis 
merupakan hirarki kebutuhan manusia  yang paling dasar yang merupakan kebutuhan untuk 
dapat hidup seperti makan,minum, perumahan, oksigen, tidur dan sebagainya. b) Kebutuhan 
Rasa Aman Apabila kebutuhan fisiologis relatif sudah terpuaskan, maka muncul kebutuhan 
yang kedua yaitu kebutuhan akan rasa aman. Kebutuhan akan rasa aman ini meliputi 
keamanan akan perlindungan dari bahaya kecelakaan kerja, jaminan akan kelangsungan 
pekerjaannya dan jaminan akan hari tuanya pada saat mereka tidak lagi bekerja. c) Kebutuhan  
sosial  setiap   manusia   senantiasa  merasa perlu pergaulan dengan sesama manusia lain. 
Selama hidup manusia di dunia ini tak mungkin lepas dari bantuan pihak lain. Walaupun sudah 
terpenuhi kebutuhan pertama dan kedua. Jika ia tak dapat bergaul dengan pihak lain, maka 
pasti ia sangat gelisah hidupnya.  d) Kebutuhan  Penghargaan  Kebutuhan  ini  meliputi  
kebutuhan keinginan untuk dihormati, dihargai atas prestasi seseorang, pengakuan atas 
kemampuan dan keahlian seseorang serta efektivitas kerja seseorang. e) Kebutuhan  
Aktualisasi  diri merupakan hirarki kebutuhan dari Maslow yang paling tinggi. Aktualisasi diri 
berkaitan dengan proses pengembangan potensi yang sesungguhnya dari seseorang. 
Kebutuhan untuk menunjukkan kemampuan, keahlian dan potensi yang dimiliki seseorang.  
Buchori Zainun (2004: 59) mengatakan bahwa kinerja pegawai ditentukan pula oleh faktor-
faktor lingkungan luar dan iklim kerja organisasi.  
67 
 
Bahkan kemampuan kerja dan motivasi itu pun ditentukan pula oleh faktor-faktor 
lingkungan organisasi itu. Sedangkan Hendiana dalam Ishak Arep dan Hendri Tanjung (2004), 
mengatakan faktor motivasi yang berhubungan nyata terhadap kondisi pemberdayaan pegawai 
di antaranya yaitu kondisi lingkungan kerja baik secara fisik maupun non fisik. Sihombing 
(2005), menyatakan bahwa Lingkungan Kerja adalah faktor-faktor di luar diri manusia baik fisik 
maupun non fisik dalam suatu organisasi. T Hani Handoko, (1999), mengatakan “Penciptaan 
lingkungan kerja yang sehat untuk menjaga kesehatan para pegawai/ karyawan dari 
gangguan-gangguan penglihatan, pendengaran, kelelahan dan lain- lain“. Kompetensi adalah 
suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang 
dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut 
oleh suatu pekerjaan. Kompetensi sebagai kemampuan seseorang untuk menghasilkan pada 
tingkat yang memuaskan ditempat kerja pada berbagai tingkatan sesuai standar, 
mengidentifikasi karakteristik, pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan oleh individual 
yang memungkinkan menjalankan tugas dan tanggung jawab secara efektif sehingga 
mencapai standar kualitas profesional dalam bekerja. Wibowo (2007 : 525 ), Spencer (1993:9) 
dalam wibowo ( 2007 ) menyatakan bahwa kompetensi merupakan landasan dasar 
karakteristik orang dan mengindikasikan  cara berperilaku atau berpikir, menanyakan situasi 
yang mendukung untuk periode waktu cukup lama. Menurut Armstrong dan Baron, (1998:298) 
dalam Wibowo (2007) bahwa Kompetensi merupakan deimensi perilaku yang berada 
dibelakang kinerja kompeten, sering dinamakan kompetensi perilaku  karena dimaksudkan 
untuk menjelaskan bagaimana orang berperilaku ketika mereka menjalankan peranannya 
dengan baik. Pernyataan dalam Standar Pemeriksaan Keuangan Negara sesuai yang tertuang 
dalam Peraturan BPK RI No. 01 tahun 2007 adalah: “Pemeriksa secara kolektif harus memiliki 
kecakapan profesional yang memadai untuk melaksanakan tugas pemeriksaan”. Dengan 
Pernyataan Standar Pemeriksaan ini  semua   organisasi pemeriksa    bertanggung    jawab    
untuk memastikan bahwa setiap pemeriksaan dilaksanakan oleh para pemeriksa yang secara 
kolektif memiliki pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang dibutuhkan untuk 
melaksanakan tugas tersebut.  
Kinerja mempunyai makna lebih luas , bukan hanya hasil kerja tetapi juga bagaimana 
proses kerja berlangsung dan tentang apa yang dikerjakan dan bagaimana cara 
mengerjakannya, menurut Armstrong dan Baron, 1998 :15, dalam Wibowo ( 2007 ), Kinerja 
merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategi organisasi, 
kepuasan konsumen dan memberikan konstribusi ekonomi. Kinerja adalah hasil atau tingkat 
keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan 
tugas dibanding dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran 
atau kinerja yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama (Rivai dkk., 
2011: 16).  Kata kinerja terjemahan dari performance, yang menurut The Scribner-Bantam 
English dictionary, terbitan Amerika Serikat dan Canada (1979) berasal dari akar kata “perform”  
dengan beberapa “entries”  yaitu : (1) melakukan, menjalankan, melaksanakan (to do or carry 
out, execute), (2) memenuhi atau melaksanakan kewajiban suatu niat atau nazar (to discharge 
of fulfill, as vow), (3) melaksanakan atau menyempurnakan tanggung jawab (to execute or 
complete an under staking), dan (4) melakukan sesuatu yang diharapkan oleh seseorang atau 
mesin (to do what expected of a person machine). Keberhasilan suatu organisasi dalam rangka 
mencapai tujuan tergantung dari kemampuan dan keandalan sumber daya manusia yang 
mengoperasikan unit-unit kerja yang terdapat di dalam organisasi bersangkutan. Untuk itu 
diperlukan kinerja yang tinggi dari pelaku-pelaku kegiatan tersebut. Menurut Henry Simamora 
(1996: 500) “Kinerja adalah tingkat hasil kerja karyawan dalam mencapai persyaratan  
pekerjaan yang diberikan. Sedangkan Gibson (1996) mengatakan: “Kinerja (performance) 
adalah hasil yang diinginkan dari perilaku. Sejalan dengan pendapat di atas, Suyadi Prawiro 
Sentono (1999: 2) mengatakan bahwa “kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh 
seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan 
tanggung jawab masing-masing, dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Di atas telah 
dijelaskan, bahwa orang-orang di dalam organisasi yaitu sumberdaya manusia (SDM) yang 
berperan aktif dalam pencapaian tujuan organisasi yang bersangkutan, maka kinerja mereka 
harus dinilai, program seleksi dan pengembangan pegawai yang baru saja dipekerjakan yang 
berkinerja buruk dapat dikenali melalui evaluasi kinerja. Evaluasi juga memenuhi maksud 
pemberian umpan balik kepada pegawai mengenai bagaimana pandangan organisasi akan 
kinerja mereka. Lebih lanjut, evaluasi kinerja digunakan sebagai dasar untuk alokasi imbalan 
(Stephen P Robbins, 2006: 684). 
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III. Design Penelitian dan Metodologi 
 
Penelitian ini dilaksanakan pada Inspektorat  dengan pertimbangan data dan informasi 
mudah diperoleh dan sangat relevan dengan pokok permasalahan. Adapun waktu yang 
dibutuhkan dalam penelitian ini adalah selama 3 (tiga) bulan yaitu dimulai pada bulan April 
2019 sampai dengan  Juni  2019. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
pendekatan kuantitatif. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif dan data kuantitatif. 
Sumber data digunakan adalah data primer & data skunder. Teknik pengumpulan data antara 
lain : a) Observasi. b) Wawancara. c) Kuesioner. Objek penelitian  PNS dengan jumlah 33 
orang. Populasi yang dimaksudkan adalah Unsur Pimpinan, Audidor dan staf, karena jumlah 
populasi terbatas maka tidak dilakukan sampling tetapi menggunakan metode sensus yaitu 
seluruh populasi 33 orang dijadikan responden. Penelitian ini menggunakan teknik simple 
random sampling. Metode Analisis data yaitu: a) Analisis Deskriptif. b) Uji Validitas  Reliabilitas. 
Sedangkan Analisis Kuantitatif yaitu, a) Analisis Regresi Linear Berganda. b) Uji Parsial (Uji-t). 
Untuk menguji pengaruh antara variabel independent dan variabel dependen maka digunakan 
model analisis regresi linear berganda dengan formulasi sebagai berikut : 
Y = b0 + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e 
Dimana : 
Y = Kinerja Pegawai 
X1 = Motivasi 
X2 = Lingkungan Kerja  
X3 = Kompetensi 
b0 = Konstanta 
b1- b3  = Koefisien Regresi 
e = error  
 
IV. Hasil Penelitian & Pembahasan 
 
Berdasarkan yang telah dilakukan terhadap 33 orang responden yang berasal dari 
Kantor Inspektorat, Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini : 
 
Tabel 1. Distribusi responden menurut kelompok umur 
 
Kelompok Umur (tahun) Jumlah Responden Persentase (%) 
20-35 
36-50 
51-60 
10 
14 
9 
30,31 
42,42 
27,27 
total 33 100,00 
Sumber: Data primer, Tahun 2019 
 
Tabel 2. Distribusi responden menurut jenis kelamin 
 
Jenis Kelamin Jumlah Responden Persentase (%) 
Pria 
Wanita 
19 
14 
57,58 
42,42 
Total 33 100,00 
Sumber: Data primer, Tahun 2019 
 
Tabel 3. Pendidikan Responden 
 
Jenjang Pendidikan Jumlah Responden Persentase 9%) 
SD 
SLTP 
SLTA 
Diploma 
Sarjana (S1) 
Pasca Sarjana ( S2 ) 
0 
0 
4 
4 
21 
4 
0 
0 
12,12 
12,12 
63,64 
12,12 
Total 33 100,00 
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Tabel 4. Distribusi Responden Menurut Golongan 
 
Golongan Jumlah Responden Persentase (%) 
IV 
III 
II 
7 
20 
6 
21,21 
60,61 
18,18 
Total 33 100,00 
Sumber : Hasil Olahan Data Primer, tahun 2019 
Tabel 5. Distribusi responden menurut jabatan 
 
Jabatan Jumlah  Responden Persentase (%) 
Inspektur 
Sekretaris 
Inspektur Pembantu 
Kepala Sub Bagian 
Fungsional 
Staf 
1 
1 
4 
3 
9 
15 
3,03 
3,03 
12,12 
9,09 
27,27 
45,45 
Total 33 100,00 
Sumber : Hasil Olahan Data Primer, tahun 2019 
Tabel 6. Distribusi responden menurut masa kerja 
 
Masa Kerja Jumlah Responden Persentase (%) 
1-10 
11-20 
21-35 
20 
9 
4 
60,61 
27,27 
12,12 
Total 33 100,00 
Sumber : Hasil Olahan Data Primer, tahun 2019 
 Tabel 7. Distribusi responden menurut masa kerja 
Eselon dan Non eselon Frekuensi Persentase (%) 
II 
III 
IV 
Non Eselon 
1 
5 
3 
24 
3,03 
15,15 
9,09 
72,73 
Total 33 100,00 
Sumber : Hasil Olahan Data Primer, tahun 2019 
Pembahasan 
Motivasi pegawai adalah suatu yang dapat  mengaktifkan, menggerakkan dan 
mengarahkan atau menyalurkan perilaku  seseorang yang berupa interaksi antara sikap, 
kebutuhan, persepsi dan keputusan  pada diri seseorang dalam melaksanakan pekerjaan. 
Berdasarkan  Hasil analisis parsial menunjukkan bahwa variabel motivasi berpengaruh 
signifikan dan positif terhadap kinerja pegawai Inspektorat . Hal ini berarti bahwa peningkatan 
kinerja pegawai sangat tergantung pada motivasi yang mendorong atau mendasari  pegawai 
untuk bekerja. Oleh karena itu motivasi perlu mendapat perhatian  melalui indikator insentif, 
kepuasan, kebutuhan, penghargaan dan percaya diri dalam rangka memacu tingkat kinerja 
pegawai Inspektorat  dimasa yang akan datang. Hasil Uji validasi dan reliabitas menunjukkan 
bahwa indikator penghargaan dan kebutuhan tertinggi. Hal ini disebabkan karena pegawai 
cendrung pada pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana teori Maslow ( teori hiraki 
kebutuhan ) diantaranya kebutuhan fisiologis yang merupakan kebutuhan manusia paling 
mendasar dan kebutuhan penghargaan meliputi keinginan untuk dihormati, dihargai atas 
prestasi seseorang. Penelitian ini diperkuat dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 
Nursyamriawati Famsa, (2012) bahwa, variabel yang mempunyai pengaruh positif dan 
signifikan yang lebih dominan  adalah motivasi terhdapa kinerja pegawai Sekretariat Daerah 
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Kabupaten Wakatobi Sulawesi Tenggara. hal ini menunjukkan bahwa penghargaan tidak 
terlalu berpengaruh terhadap motivasi kerja pegawai Inspektorat atau karena keinginan untuk 
dihargai dan dihormati sudah melekat pada diri pegawai pengawasan. Apabila dikaitkan 
dengan hasil uji validasi justru indikator penghargaan mendapatkan hasil tertinggi, oleh karena 
itu perlu dijelaskan bahwa indikator penghargaan ini bagi pegawai yang mengutamakan 
kualitas hasil pekerjaan yang didukung dengan pengetahuan dan kemampuan yang memadai 
justru peluang mendapatkan penghargaan dalam bentuk pengakuan dari pimpinan atas 
prestasi yang dicapai. Dari hasil pembahasan tersebut di atas  dapat disimpulkan bahwa 
indikator yang paling berpengaruh terhdap motivasi adalah kepuasan dan hasil uji validasi 
menunjukkan bahwa yang paling berpengaruh adalah indikator penghargaan dan indikator 
kebutuhan sehingga peneliti menilai bahwa sesuai kondisi pegawai pada inspektorat , indikator 
kebutuhan merupakan indikator yang paling kuat untuk mendorong pegawai dalam 
melaksanakan tugas kemudian indikator insentif. Meskipun demikian bukan berarti 
mengabaikan indikator lainnya akan tetapi hasil uji validasi menujukkan bahwa semua indikator 
yang digunakan dalam variabel motivasi bernilai valid dan reliabel. 
Pegawai  dalam melaksanakan aktivitas kerjanya sangat menghendaki  adanya 
hubungan kerja yang kondusif dan betah untuk selalu bekerja dalam melaksanakan tugasnya 
sesuai tugas pokok dan fungsinya. Lingkungan kerja sangat ditentukan oleh kondisi fisik dari 
fasilitas dan prasarana kerja dengan ruang kerja yang dapat memberikan kesesuaian dalam 
melaksanakan pekerjaan dengan cukup menyenangkan dan keharmonisan kerja yang tercipta  
dalam lingkungan kerja. Hasil analisis regresi membuktikan bahwa variabel lingkungan kerja 
memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai pada Inspektorat, Secara 
kongkrit lingkungan kerja berpengaruh positif terhadap peningkatan kinerja  pegawai. Bentuk 
pengaruh lingkungan kerja yang dibutuhkan oleh setiap pegawai dalam menjalankan aktivitas 
kerjanya yaitu bagunan fisik yang luas, tidak sumpek, ventilasi udara yang cukup, jauh dari 
kebisingan dan keributan, ketersediaan fasilitas kerja berupa alat dan perlengkapan seperti : 
alat tulis menulis, komputer, lemari arsip, sarana komunikasi, tranportasi untuk pengawasan 
dan sebagainya. Pegawai juga menghendaki lingkungan kerja tercipta suasana yang harmonis 
antara rekan kerja, pimpinan dan bawahan. Bentuk-bentuk lingkungan kerja ini yang sangat 
dibutuhkan oleh pegawai Inspektorat  dalam rangka menciptakan lingkungan kerja yang 
kondusif dan representatif. Hasil uji validasi menunjukkan bahwa kelengkapan kerja 
memperoleh koofisien korelasi total yang tertinggi yaitu sebesar 0,842 dan keharmonisan kerja 
sebesar 0,769 berarti kedua indikator ini signifikan memberikan kontribusi terhadap variabel 
lingkungan kerja dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai Inspektorat. Hal ini relevan 
dengan pendapat Sihombing (2004) menyatakan bahwa lingkungan kerja adalah faktor-faktor 
diluar diri manusia baik fisik maupun non fisik, fisik mencakup peralatan kerja, suhu tempat 
kerja, kepadatan, kebisingan, luas ruang kerja sedangkan non fisik mencakup hubungan kerja 
antara atasan dan bawahan serta antara sesama karyawan. 
Kompetensi adalah kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
tuntutan organisasi dan persyaratan keahlian  serta tuntutan pofesinya. Menurut Spencer 
(1993:9) menyatakan bahwa kompetensi merupakan landasan dasar karakteristik orang dan 
mengindikasikan cara berperilaku atau berpikir, menyarankan situasi dan mendukung untuk 
periode waktu yang cukup lama. Kompetensi pegawai dapat diciptakan dan ditingkatkan  
dengan berbagai cara termasuk mengadakan pendidikan dan pelatihan pegawai yang relevan 
dan subtantif sesuai tugas pokok pengawasan Pegawai Inspektorat dengan tujuan untuk 
meningkatkan kinerja pegawai sehingga dapat melaksanakan tugas pengawasan dengan baik. 
Hasil analisis parsial menunjukkan variabel kompetensi berpengaruh lebih besar, signifikan 
dan positif terhadap kinerja pegawai pada Inspektorat . Hasil ini diperkuat dengan peneliti 
terdahulu oleh Nurhayati Agus (2012) bahwa faktor kompetensi  dipandang sangat signifikan 
dan dominan berpengaruh terhadap peningkatan kinerja pegawai Pengadilan Tinggi Sulawesi 
Selatan, hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kinerja pegawai sangat  ditentukan oleh 
kompetensi yang dimiliki pegawai dalam menyelesaikan pekerjaannya. Hasil penelitian 
terhadap kompetensi dengan menggunakan indikator sebagai alat pengukur kondisi pegawai 
dalam rangka mengetahui pengaruh kompetensi terhadap kinerjanya, indikator yang dimaksud 
adalah jenjang pendidikan, latar belakang pendidikan, keterampilan, efektivitas kerja dan 
pengalaman kerja. Dari hasil penelitian ini dapat dibahas sesuai dengan tingkatan indikator 
hasil tanggapan responden  yang tertinggi dibandingkan hasil uji validitas  sebagai berikut : a). 
Indikator jenjang pendidikan, responden yang memilih indikator ini adalah yang tertinggi 
dengan jumlah nilai skor 136, sedangkan hasil uji validitas yang tertinggi adalah indikator 
jenjang pendidikan dengan koefisien korelasi total 0,888 berarti indikator ini menujukkan posisi 
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urutan yang sama yaitu urutan pertama dari lima indikator yang berpengaruh terhadap variabel 
kompetensi, hal ini dapat dimaknai bahwa jenjang pendidikan sangat penting peranannya 
untuk mewujudkan variabel kompetensi yang reliabilitas dalam rangka meningkatkan kinerja 
pegawai Inspektorat, jenjang pendidikan meliputi ketentuan menjadi Auditor  sesuai jenjang 
jabatan fungsional yaitu jabatan Auditor ahli pertama, muda, madya dan utama. Namun hal itu 
tidak mudah dicapai oleh seorang pegawai karena harus mengikuti proses ujian, dan untuk 
meningkatkan pengetahuan pengawasan, pegawai harus mengikuti audit substansif untuk 
dapat membentuk keterampilan pegawai dalam melaksanakan tugas pengawasan. b). 
Indikator Latar belakang pendidikan menunjukkan bahwa indikator yang sangat berpengaruh 
terhadap variabel kompetensi pegawai dibuktikan dengan jumlah nilai skor 134 atau berada 
pada posisi kedua, sedangkan hasil uji validasi koefisien korelasi total yang berada pada posisi 
kedua adalah indikator efektivitas kerja dengan nilai 0,837. 
Hal ini dapat dimaknai bahwa latar belakang pendidikan pegawai yang dimiliki cukup 
berpengaruh pada tugas pokok Inspektorat karena yang lebih utama yang perlu pengawasan 
adalah penggunaan anggaran yang tersedia serta audit kinerja Instansi pemerintah, untuk 
mendukung pelaksanaan tugas pengawasan ini tentunya disiplin ilmu individu pegawai 
berpengaruh terutama latar belakang pendidikan ekonomi lebih khusus ilmu Akuntansi dan 
Keuangan karena tugas pengawasan perlu kecermatan dan kredibilitas serta kapabilitas 
terhadap pengelolaan keuangan dan tidak kalah pentingnya pula disiplin ilmu teknik sipil yang 
dimiliki seorang auditor karena pekerjaan konstruksi memerlukan keahlian dalam perhitungan 
material yang digunakan dalam pembangunan fisik atau kontruksi bangunan, Kondisi pegawai 
Inspektorat  yang berlatar pendidikan Ekonomi dan Teknik terbatas terutama akuntansi dan 
teknik sipil sehingga untuk mengatasi kekurangan itu dimaksimalkan sumber daya yang ada 
dengan mengatur jadwal pemeriksaan disesuaikan dengan kompetensi yang dimiliki pegawai 
sekaligus untuk mewujudkan efektivitas kerja pegawai dalam melaksanakan tugas 
pengawasan. c) Indikator Keterampilan, indikator ini berada pada urutan kedua atau sama 
dengan indikator latar belakang pendidikan dengan jumlah nilai skor 134 sedangkan hasil uji 
validasi indikator latar belakang berada pada urutan ketiga dengan nilai koefisien korelasi total 
0,817, hal ini dapat dimaknai bahwa untuk memperlancar penyelesaian pekerjaan dibutuhkan 
kemampuan dan keterampilan dalam bidang tertentu dalam hal ini pegawai Inspektorat  
dengan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya masih belum 
mampu untuk mewujudkan keterampilan yang memadai karena pendidikan teknis yang diikuti 
pegawai masih terbatas serta penyelenggara pendidikan juga terbatas, pegawai jumlahnya 
terbatas dan beban kerja yang diemban cukup padat sehingga untuk meningkatkan 
keterampilan melalui  pendidikan belum maksimal akan tetapi hal itu dijalankan sesuai sumber 
daya yang ada dengan mengatur kekuatan pegawai yang dimiliki Inspektorat sejumlah 33 
orang dengan pegawai auditor hanya berjumlah 9 orang dan staf 15 orang dan 4 orang 
sementara mengikuti pendidikan S2 dengan kondisi seperti ini kinerja pegawai semakin sulit 
ditingkatkan  kecuali ada pengangkatan pegawai baru yang berlatar belakang pendidikan 
akuntansi,  teknik sipil dan hukum sehingga mudah menyesuaikan diri dalam melaksanakan 
tugas audit. d.) Indikator Efektivitas kerja, indikator ini dapat diwujudkan apabila pegawai telah 
mennguasai sebahagian ilmu pengawasan secara teknik subtantif atau memiliki kemampun 
untuk menguasai teknik penyusunan laporan hasil pemeriksaan  yang berkualitas dengan 
menggunakan waktu secara efektif sesuai yang telah ditentukan. e). Indikator pengalaman 
kerja, pengalaman kerja merupakan kemampuan yang dimiliki pegawai walaupun tanpa 
melalui pedidikan dan pelatihan namun mampu menyelesaikan pekerjaan yang sifatnya 
berulang-ulang dilakukan tanpa mengalami perubahan yang signifikan dan  pegawai yang 
memiliki pengalaman kerja bukan hanya mampu menyelesaikan tugas tapi juga mnguasai 
pengendalian emosi, dapat mempertahankan  tim kerja yang kompak secara terus menerus 
dalam melaksanakan pekerjaan pada periode berikutnya.  
Dari hasil pembahasan  indikator kompetensi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa 
semua indikator yang digunakan dalam penelitian ini pengaruhnya signifikan terhadap  variabel 
kompetensi karena nilai yang diperoleh dari masing-masing indikator semuanya tidak terlalu 
jauh berbeda artinya untuk meningkatkan kinerja pegawai semua indikator ini perlu 
mendapatkan perhatian dari pimpinan untuk mewujudkan dengan melalui intensitas pendidikan 
dan pelatihan  yang memadai, indikator kompetensi ini dapat dirangkai  dalam satu kalimat 
untuk memudahkan pemahaman terhadap makna yang terkandung dalam indikator ini yaitu 
“dengan latar belakang pendidikan pegawai  yang relevan dengan  tugas pokok dan fungsi 
Inspektorat didukung dengan jenjang pendidikan fungsional auditor serta pengalaman kerja  
yang memadai maka dapat dijamin untuk terbentuknya keterampilan pegawai dalam 
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melaksanakan tugas secara efektif untuk menghasilkan laporan hasil pemeriksaan yang 
berkualitas”.  
V. Simpulan Dan Saran 
 
Setelah penulis melakukan  analisis terhadap hasil penelitian mengenai pengaruh 
motivasi, lingkungan kerja dan kompetensi terhadap kinerja pegawai pada Inspektorat, maka 
berdasarkan uraian dan hasil analisis yang ditunjukkan pada bab sebelumnya dapat 
disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 1) Secara bersama-sama faktor motivasi, lingkungan kerja 
dan kompetensi berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja pegawai pada Inspektorat 
. 2) Sedangkan secara parsial yang paling berpengaruh adalah kompetensi sesuai hasil 
penelitian karena mempunyai pengaruh positif  dan signifikan tertinggi, namun tanpa 
mengabaikan variabel motivasi dan lingkungan kerja, artinya antar variabel dengan variabel 
lainnya saling mempengaruhi karena kinerja pegawai pengawasan dapat tercapai dengan baik 
apabila ada motivasi bagi pegawai yang didukung dengan pengetahuan, keterampilan dan 
pengalaman serta dilengkapi dengan fasilitas kerja untuk melaksanakan tugas pengawasa 
secara optimal. 3) Dari ketiga variabel bebas yang digunakan dalam menentukan tingkat kinerja 
pegawai, ternyata variabel kompetensi mempunyai pengaruh paling dominan dalam 
meningkatkan kinerja pegawai pada Inspektorat . 
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